PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2008
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERDAGANGAN ORANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang a. bahwa setiap orang sebagai makdipikan Tuhan Yang Maha Esa memiliki
hak untuk dilindungi kedudukan, harkat, martabat dak asasi yang melekat
pada dirinya dari segala bentuk pelanggaran dah&gn kemanusiaan;

b bahwa praktek perdagangan orang merupsdah satu bentuk pelanggaran hak
asasi manusia yang telah meluas dalam berbagaikogmingan kejahatan yang
terorganisir yang bertentangan dengan norma-norgana, kesusilaan dan
kepatutan dan dapat mengancam tatanan kehidupajaralkat yang bertaqwa
dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57rigadadang Nomor 21 Tahun 2007
tentang Pemberantasan Tindak Perdagangan OrangriR&man Daerah wajib
membuat kebijakan, program, kegiatan dan mengala@msanggaran untuk
melaksanakan pencegahan dan penanganan masalabgreyan orang;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaidiaraksud dalam huruf a, huruf b
dan huruf c¢ perlu membentuk Peraturan Daerah tgnfencegahan dan
Pemberantasan Perdagangan Orang.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 64 Tah8B8lTentang Pembentukan Daerah Tingkat |
Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Titoembaran Negara Tahun
1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor)1649

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang KesepdmeAnak (Lembaran
Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Béganor 3143);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengedabiavensi Mengenai
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi TerhadapitdVéirembaran Negara
Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara N8g¥f);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang PengesH!@ Convention
Nomor 138Concerning Minimum Age for Admission to Employment (konvensi)
ILO mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bgkéLembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara N888%);

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Aksiusia (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaranraléganor 3886);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang PengesHl@nConvention
Nomor 182Concerning the Prohibition an immediate action for the elimination of
the works forms of child labour (Konvensi ILO 182 mengenai Pelarangan dan
Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekefduruk untuk Anak),



(Lembaran Negara Tahun 2000, Nomor 30, Tambaharbasan Negara Nomor
3941) dan U.NConvention against transnational organized crime, 2000;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang PerligagilurAnak (Lembaran
Negara Tahun 2002 Nomor 109);

8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketemaga (Lembaran
Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Béganor 4279);

9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang PembamtuReraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 N&30 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4389);

10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapkiskerasan Dalam
Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomota@thahan Lembaran
Negara Nomor 4419);

11.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pembéant®aerah (Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran r&lelgamor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Ntindahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 TahOo4 2entang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008oMNd&®, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4844);

12.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemizs@mtTindak Pidana
Perdagangan Orang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nd&B®porTambahan
Lembaran Negara Nomor 4720 );

13.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentanpdJs@sejahteraan Anak
bagi Anak yang Bermasalah (Lembaran Negara Tah88 Namor 2, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3367);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentadgnf@an Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan DaeratbailaammNegara Tahun
2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor)4593

15.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 Tentang/eRmmgaraan Dan
Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam RumaiggBa (Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Béganor 4419 );

16.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentadgnf@an Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan DaeratbaflaammNegara Tahun
2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor)4593

17.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentangbd&gan Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan DaedPabvinsi, Dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran NebGanan 2007 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

18.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata dan Mekanisme
Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan Korban TindaknBRid®erdagangan Orang
(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan &embNegara Nomor
4818);

19.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentamgb&&n Kompensasi,
Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban lfbeam Negara Tahun 2008
Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara 4860);

20.Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang <5liggas Pencegahan dan
Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;



21.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat N&@mbahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Bamnlgaran Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 5);

22.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Ndimbahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah PsoWansa Tenggara Barat dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Proviista Tenggara Barat
(Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat T2B08 Nomor 6);

23.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nambahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah PsoWusa Tenggara Barat
(Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat TaQ08, Nomor 7);

24.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat N@mbahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, ldanbaga Teknis Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah RsoNusa Tenggara Barat
Tahun 2008 Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
dan
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHANAN PEMBERANTASAN
PERDAGANGAN ORANG.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkatalibasebagai
penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.

4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabeofkaita di Provinsi
Nusa Tenggara Barat.

5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provingi Neisggara Barat.

6. Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil addlhas Sosial
Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Nusa TenagBarat.

7. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Kehadadan Pariwisata
Provinsi Nusa Tenggara Barat.

8. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinasad& Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat.

9. Korban adalah setiap orang yang mengalami perlakizansebagai korban
tindak pidana perdagangan orang.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

Orang Tua adalah ayah dan atau lbu kandung atdudayaatau ibu tiri, atau
ayah dan atau ibu angkat.

Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataarmgnjalankan
kekuasaan asuh sebagai orang tua.

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakatg yardiri dari suami istri atau
suami istri dan anak atau ayah dan anaknya atadablanaknya atau keluarga
sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawaiasdemgan derajat ketiga.

Gugus Tugas adalah perangkat kerja yang ditunjih aubernur yang
bertugas untuk melakukan pencegahan, pemberantisanperlindungan
korban perdagangan orang.

Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disin#&al adalah pusat
pelayanan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah yaergugas untuk
memberikan penanganan dan perlindungan kepadarkpdsdagangan orang.

Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja IndonesiaaSyasy selanjutnya
disebut PPTKIS adalah badan hukum yang telah mmetepeizin tertulis dari
pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan petsampk! di luar negeri.

Perdagangan orang adalah tindakan perekrutanapgkigtan, penampungan,
pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseoraggrdancaman kekerasan,
penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, fa@anapenipuan, penyalah
gunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratag atau memberi bayaran
atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuanodang yang memegang
kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakuéi dalam Daerah maupun
antar Daerah, untuk tujuan eksploitasi atau mehg#an orang tereksploitasi.

Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa tpgrae korban yang

meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran keriau pelayanan paksa
perbudakan atau praktik serupa perbudakan penimdagg@merasan,
pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atgara melawan hukum
memindahkan atau mentransplantasi organ dan atawgga tubuh atau

memanfaatkan tenaga dan kemampuan seseorang diek [@in untuk

mendapatkan keuntungan baik materiil maupun innilater

Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melavkamhdengan atau tanpa
menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yagmgmmbulkan bahaya bagi
nyawa, badan dan harta benda yang berakibat tesagglkemerdekaan seseorang.

Pencegahan adalah usaha untuk mencegah berlanjmpulh dan
berkembangnya masalah  anak dan perempuan mel&dindungan,
pemberdayaan, bantuan dan pelayanan sosial padadgaldan masyarakat.

Rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan tegn&dadisi fisik, psikis dan
sosial agar dapat melaksanakan perannya kembalrasejar baik dalam
keluarga maupun dalam masyarakat.

Penanganan adalah setiap usaha yang dilakukan on@oiberikan pelayanan
dan perlindungan kepada korban tindak pidana pardgmn orang.

Perlindungan adalah setiap usaha yang dilakukarukumhemberikan
perlindungan kepada korban tindak pidana perdageoigang.

Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompokodganisasi sosial dan
atau organisasi kemasyarakatan, baik bersifat famaapun tidak formal.

Pelayanan Terpadu adalah serangkaian kegiatan omlakukan perlindungan
bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdaggmg@mpuan dan anak yang



dilaksanakan secara bersama-sama oleh instansieatdnaga terkait sebagai
satu kesatuan penyelenggaraan rehabilitasi keseha&habilitasi sosial,
pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan hulagndaksi dan/atau korban
tindak pidana perdagangan perempuan dan anak.

BAB I1
ASAS DAN TUJUAN

Bagian Pertama

Asas

Pasal 2
Pencegahan perdagangan orang dilaksanakan bealasads :
a. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
b. kesetaraan dan non diskriminasi; dan
c. keadilan dan kepastian hukum.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3
Pencegahan dan pemberantasan perdagangan orarngdvert

a. untuk penegakan hukum dan penghormatan terhadapakatsasi manusia dan
memberikan perlindungan terhadap korban;

b. memberikan penyadaran dan pemahaman kepada masdyatakhwa
perdagangan orang bertentangan dengan norma-nayamaaa hukum, moral,
dan nilai-nilai budaya suku bangsa Indonesia yaifiglan bermartabat.

BAB |11
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 4

(1) Setiap orang berhak memperoleh perlindungan hukuani gerbuatan
perdagangan orang.

(2) Setiap orang yang mengalami tindak pidana perdagangrang berhak
memperoleh penanganan, pelayanan dan perlindundamh

(3) Setiap orang yang menjadi korban perdagangan obamgak memperoleh
perlakuan dan pelayanan yang sama di depan hukum.

(4) Setiap orang yang menyampaikan laporan adanyaktipadkana perdagangan
orang berhak mendapat perlindungan hukum sesugadéetetentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 5

(1). Setiap orang yang mengetahui terjadinya knd@alana perdagangan orang,
wajib melaporkan kepada pihak yang berwajib selcsaa atau tulisan.

(2). Setiap orang tua/wali wajib mencegah terjgaliperdagangan orang.



().

).

3).

(1).

(2).

BAB IV
TUGAS DAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

Pemerintah Daerah mempunyai tugas dan wewenarigk melakukan
pencegahan, perlindungan, pemberantasan, dan Irgsattierhadap korban
perdagangan orang.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimgbada ayat (1), Pemerintah
Daerah berwenang melaksanakan kegiatan dalam bentuk

a. melakukan koordinasi, komunikasi dan informasi oalgpaya pencegahan
perdagangan orang;

b. melakukan penanganan dan rehabilitasi terhadapik@érdagangan orang;

c. menyiapkan bentuk-bentuk program berkaitan dengaagiakan
pencegahan, perlindungan, pemberantasan dan niedstérhadap korban
perdagangan orang;

d. membentuk gugus tugas pencegahan tindak pidanagaerdgan orang;

e. membentuk wadah untuk penanganan dan pelayanaad&rhkorban
perdagangan orang;

f. menyelenggarakan sosialisasi dalam rangka menumbupkmahaman
dan kesadaran masyarakat terhadap bahaya perdaganang;

g. melakukan pembinaan dan bimbingan kepada perorakgiompok atau
organisasi yang berperan serta dalam pencegahanpel@berantasan
perdagangan orang.

Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimanakdudapada ayat (2) huruf e,
Pemerintah Daerah wajib mengintegrasikan dalamkidunn pendidikan
sekolah maupun diluar sekolah.

BAB V
PENCEGAHAN PERDAGANGAN ORANG
Pasal 7

Pencegahan perdagangan orang dilakukan asé¢egsadu oleh Pemerintah
Daerah bersama perangkat daerah sebagai unsurlgreggera pemerintahan
daerah sesuai tugas pokoknya yang dilakukan oleh :

a. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;

b. Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil;
c. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;

d. Pemerintah Desa/Kelurahan.

Pencegahan oleh perangkat daerah sebagaidiareksud pada ayat (1)
dilaksanakan dengan cara :

a. membentuk jaringan kerja dalam upaya pencegahaagangan orang;

b. melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi pgaban perdagangan
orang terutama dengan berbagai mitra kerja berkasgorinsip-prinsip
kemitraan dan saling menghargai;

c. membentuk sistem informasi dan pemetaan lokasi waiés/ah yang
diduga potensial sebagai pusat dan penyebarangaemgian orang .



Pasal 8

Pencegahan di bidang ketenagakerjaan dilaksamdé&hnDinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi dengan cara :

a. melakukan pendaftaran bagi calon tenaga kerja;

b. menjadi perantara bagi tenaga kerja dan PPTKIS;

C. mengawasi proses rekrutmen dan penempatan tengga ke
d. memiliki data base tentang ketenagakerjaan;
e

. memberikan informasi/melakukan sosialisasi tentd&egenagakerjaan (jenis
pekerjaan, kebudayaan negara tujuan bekerja, pelahas dan lain-lain );

—h

membuatkan paspor untuk calon tenaga kerja derigga murah;

meningkatkan kemampuan calon tenaga kerja yangdikarangkatkan ;

> @

pemberantasan praktek percaloan atau sponsor tkeggali daerah;

memeriksa dan meneliti kelengkapan administrasi@aon TKI,

J. penerbitan Surat ljin Pelaksanaan Penempatan Terég#@| Indonesia
(SIPPTKI) untuk PPTKIS dan badan hukumnya berkekaduli daerah;

k. menjamin terpenuhinya hak-hak calon baik yang lgga@inmelalui pelaksanaan
penempatan TKI maupun yang berangkat secara mandiri

|.  memberikan perlindungan kepada TKI selama masduwabgemberangkatan,
masa pemberangkatan dan masa purna penempatatadan/

m. penyediaan fasilitas asuransi.

Pasal 9

Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil wagakukan pencegahan tindak
pidana perdagangan orang dengan cara :

a. melakukan sosialisasi tentang bahaya perdagangag;or
b. melakukan kegiatan-kegiatan promosi dan pembuatatralat kampanye
berkaitan dengan perdagangan orang.
Pasal 10

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata wajib melakukanceggahan tindak pidana
perdagangan orang dengan cara :

a. pengawasan penyelenggaraan pariwisata yang bebdsedmtan perdagangan
orang, pertunjukan pornografi, dan eksploitasi sakkomersial anak;

b. melakukan monitoring tempat hiburan sesuai dengatenkuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 11
(1) Kepala Desa berwenang memberikan rekomendasi keaadaCalon TKI.

(2) Kepala Desa wajib mencegah terjadinya tindak pigeandagangan orang sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

(3) Untuk mendapatkan Surat Rekomendasi, pemohon hangngajukan
permohonoan kepada Kepala Desa atau Lurah setetepggan melengkapi
Syarat-syarat :

a. permohonan tertulis yang ditulis sendiri;



b. bagi yang sudah menikah harus mendapat izin tedali suami atau istri;

c. apabila pemohon menggunakan jasa dari suatu PPaK® perantara,

(1)

(2)

3)

(4)

(1)

(2)

®3)

(4)

(1)

(2)

PPTKIS atau perantara tersebut telah melapor damdapat izin secara
resmi kepada Kepala Desa atau Lurah, lengkap dejagjadiri serta jenis
pekerjaan yang ditawarkan, alamat dan nama pengenusahaan serta Job
order tertulis dari perusahaan yang memerlukangterk@rja dari tempat
kerja yang akan dituju;

bagi seorang yang melamar sendiri dan telah ditebekerja, melampirkan
surat penerimaan lamaran bekerja, melampirkan g@a¢rimaan lamaran
bekerja dari perusahaan lengkap dengan jenis pekertempat bekerja,
nama dan alamat pengurus perusahaan tempat belertg alamat dan
PPTKIS, perantara pencari kerja bila melalui PPTHA8 atau perantara.

Pasal 12

Untuk melakukan upaya pencegahan tindak pidanaagermgjan orang,
Pemerintah Daerah wajib membentuk gugus tugasndkadt Provinsi dan
Kabupaten/Kota.

Anggota Gugus Tugas sebagaimana dimaksud padd13yatrdiri atas unsur
Dinas/Instansi terkait dalam pencegahan tindakn@igeerdagangan orang.

Pembentukan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pad&la ditetapkan
dengan Keputusan Gubernur.

Susunan keanggotaan, tugas dan fungsi Gugus Begagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 13

Masyarakat dapat berperan serta dalam pencegal@ambepantasan dan
rehabilitasi korban perdagangan orang.

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud padélaylapat dilakukan
secara perorangan, keluarga, kelompok organisadegyy pengusaha atau
dunia usaha dan organisasi kemasyarakatan.

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud padélpgapat berbentuk
pemberian informasi, pengawasan dan/atau melapod@anya praktek
perdagangan orang kepada Pos Kepolisian terdekat kepada pihak
keamanan lainnya.

Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimanksdimpada ayat (1)
diatur lebuh lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII
PERLINDUNGAN DAN PENANGAN KORBAN
Pasal 14

Untuk memberikan perlindungan, pelayanan dan perarg korban
perdagangan orang, Pemerintah Daerah wajib mentbdhusat Pelayanan
Terpadu (PPT).

PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdirudacir :



3)

(4)

(1)

(2)

1)

@)

(1)
@)

3)

(4)

. Kepolisian;

a
b. Dinas Kesehatan;

c. Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil;
d. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pembentukan PPT sebagaimana dimaksud pada aydit€igpkan dengan
Keputusan Gubernur.

Susunan organisasi dan tata kerja PPT sebagainawaksdid pada ayat (2)
diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.
Pasal 15

Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil mekaku&habilitasi terhadap
korban perdagangan orang.

Dalam melaksanakan rehabilitasi terhadap korbanadDBosial Kependudukan
dan Catatan Sipil dapat berkoordinasi dengan giwaekah Sakit Jiwa.
Pasal 16

Dinas Kesehatan melakukan penanganan damghenijan dari segi medis
untuk pemulihan terhadap korban yang mengalamigréadn medis.

Dalam melaksanakan pemulihan terhadap korbbagsimana dimaksud pada
ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk pemulihan $egkra fisik maupun psikis.

BAB VIII
PENGAWASAN
Pasal 17
Gubernur melakukan pengawasan terhadap pemmegerdagangan orang.

Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaidiasaksud pada ayat (1)
Gubernur dapat menunjuk instansi teknis.

Pembentukan Tim Pengawas sebagaimana dimgleglad ayat (2) ditetapkan
dengan Keputusan Gubernur.

Tugas, tata cara pengawasan sebagaimana dichplada ayat (1) dan ayat (2)
diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Biaya yang timbul sebagai akibat berlakukannya tBeaa Daerah ini dibebankan
pada APBD sesuai dengan kemampuan keuangan damrasuchber dana lainnya
yang sabh.

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

(1) Pelanggaran terhadap Pasal 8, Pasal 9, Pasal 1@Padah 11 dikenakan sanksi
administratif.
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(2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimagadd ayat (1) sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 19

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungmerintah Daerah diberi
wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukasgigi&an tindak pidana
perdagangan orang.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bengena
a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti kegena atau laporan
berkenaan dengan tindak pidana perdagangan orang;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan nmengerang pribadi
atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilalaghubungan dengan
tindak pidana;

c. meminta keterangan dan barang bukti dari orangagribatau badan
sehubungan dengan tindak pidana tersebut;

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumknrden lain
berkenaan dengan tindak pidana tersebut;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barakiy fembukuan,
pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakpgayitaan terhadap
barang bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanams penyidikan
tindak pidana;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang ggatkan ruangan atau
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsungetaeriksa identitas
seseorang dan atau dokumen yang dibawa sebagalmaiesud pada huruf c;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindakajd

I. memanggil orang untuk didengar keterangannya daeridsa sebagai
tersangka atau saksi;

J.  menghentikan penyidikan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) metabekian dimulainya
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kegsetauntut umum, sesuai
dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-UndangoN@ Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XI|I
KETENTUAN PIDANA
Pasal 20

(1) Setiap orang yang dengan kelalainya dan/atau dekgsengajaan melanggar
ketentuan Pasal 5 dipidana dengan pidana kurunglargpama 6 (enam) bulan
atau denda paling banyak Rp. 50.000.000.- (linfalpjuta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat §lgragelanggaran.
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(3) Apabila pelanggaran sebagaimana dmaksud pada hyahdrupakan tindak
pidana, maka dikenakan sanksi pidana sesuai dekgtamtuan peraturan
perundang-undangan.

(4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat §&lraklejahatan.

BAB XllII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Passlat (4), Pasal 14 ayat
(4) dan Pasal 17 ayat (4) ditetapkan paling landb&atu) tahun sejak Peraturan
Daerah ini diundangkan.

Pasal 22
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggalddingkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanupeta;mgan Peraturan Daerah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran DaeralnBrdiusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 24 Desember 2008

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 24 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

H. ABDUL MALIK



12

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR TAHUN 2008
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERDAGANGAN ORANG

. UMUM

Perdagangan orang terutama perempuan dannaeralpakan kejahatan terhadap Hak Asasi
Manusia (HAM) yang mengabaikan hak seseorang uhtdip bebas, tidak disiksa, kebebasan
pribadi, pikiran dan hati nurani, beragama, halukitidak diperbudak, dan pelanggaran Hak Asasi
Manusia lainnya. Perempuan dan anak adalah yamggplhnyak menjadi korban perdagangan
orang, menempatkan mereka pada posisi yang saegatkb khususnya yang berkaitan dengan
kesehatannya baik fisik maupun mental spirituddirsgga sangat rentan terhadap tindak kekerasan.

Praktik perdagangan orang terutama pgwemdan anak di wilayah Provinsi Nusa Tenggara
Barat merupakan masalah yang krusial. Perdagamgag terutama perempuan dan anak merupakan
eksploitasi terhadap perempuan dan/atau anak nueskignyak juga dilakukan terhadap laki-laki.
Kategori praktik perdagangan orang terutama peramman anak berlaku jikierdapat tindakan
yang mengandung salah satu atau lebih dari tindakaekrutan, pengangkutan antar daerah dan
antar negara, pemindahtanganan, penerimaan dampengan sementara atau di tempat tujuan
terhadap orang dengan cara ancaman, penggunaaadakeerbal dan fisik, penculikan, penipuan,
tipu muslihat, memanfaatkan kerentanan, membeakam menerima pembayaran atau keuntungan,
pelacuran (eksploitasi seksual), buruh migran legalipun illegal, adopsi anak, pekerjaan jermal,
pengantin pesanan, industri pornografi, pengedaban terlarang dan penjualan organ tubuh, serta
bentuk-bentuk eksploitasi lainnya.

Ada dua faktor yang menyebabkan peristiwa terjaipgrdagangan tersebut yaitu faktor
internal yang menyangkut individu dan keluargassdaktor eksternal, yaitu faktor lingkungan sosial
dan budaya masyarakat yang mendorong untuk teyadderdagangan orang. Umumnya korban
tersebutberasal dari keluarga miskin, berpendidikan rendidiak punya keterampilan, usia muda,
berpenampilan menarik, sehingga mereka mudah umaridapatkan kerja di tempat-tempat hiburan
malam. Disamping itu karakter individu, pola asuangtua, ikatan kekeluargaan yang kurang kuat,
serta tidak adanya integrasi dalam keluarga, taendukung terjadinya perdagangan orang.

Hal ini dapat dilihat dari realitas bahwa daerabrdh sumber perdagangan orang mempunyai
nilai-nilai sosial yang rendah, kurangnya ikatasigloantara Pemerintah, tokoh masyarakat dan
diantara masyarakat itu sendiri, serta pola padrogj yaitu kecenderungan untuk mengikuti teman-
temannya yang telah lebih dulu menjadi Tenaga Kledanesia (TKI). Oleh karena itu, perumusan
Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tendgarat tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Perdagangan Perempuan dan Anak diharapkan dapgdninstrumen hukum untuk upaya-upaya
penghapusan perdagangan orang di Nusa Tenggaed. Bar

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2

- Penghormatan terhadap hak asasi manusia dimakswoitak menjamin terpenuhinya
hak asasi pada korban
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- Kesetaraan adalah kesamaan kondisi laki-laki darengguan untuk memperoleh
kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agatr begeeran dan berpartisipasi
dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budayatag&anan dan keamanan nasional dan
kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.

- Non diskriminasi adalah sikap atau perlakuan teapddrban dengan tidak membedakan
usia, jenis kelamin, ras , suku , agama dan awotangan.

- Keadilan dan kepastian hukum dimaksudkan bahwaakodkan memperoleh keadilan
dan mendapatkan kepastian hukum.

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Yang dimaksud dengan sumber lain yang sah adalabey-sumber dari pihak ketiga
termasuk dana yang bersumber dari APBN.

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas
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Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR .............
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(3) Apabila pelanggaran sebagaimana dmaksud padgBymerupakan tindak pidana,
maka dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketergaeaturan perundang-
undangan.

(4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat §&rakejahatan.

BAB XIlII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Passlat (4), Pasal 14 ayat
(4) dan Pasal 17 ayat (4) ditetapkan paling landb&atu) tahun sejak Peraturan
Daerah ini diundangkan.

Pasal 22
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggalddingkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanupetagmmgan Peraturan Daerah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran DaeralnBrdlusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 24 Desember 2008

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,
ttd.

H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 24 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

H. ABDUL MALIK

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN2008 NOMOR ....



NOMOR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

TAHUN 2008

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR TAHUN 2008
TENTANG

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERDAGANGAN ORANG

Menimbang

Mengingat :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

a. bahwa setiap orang sebagai makdipikan Tuhan Yang Maha Esa memiliki
hak untuk dilindungi kedudukan, harkat, martabat dak asasi yang melekat
pada dirinya dari segala bentuk pelanggaran dah&gn kemanusiaan;

b bahwa praktek perdagangan orang merupsMah satu bentuk pelanggaran hak
asasi manusia yang telah meluas dalam berbagaikogmingan kejahatan yang
terorganisir yang bertentangan dengan norma-norgana, kesusilaan dan
kepatutan dan dapat mengancam tatanan kehiduparamalest yang bertagwa
dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57rigadadang Nomor 21 Tahun 2007

tentang Pemberantasan Tindak Perdagangan OrangyriR&ian Daerah wajib
membuat kebijakan, program, kegiatan dan mengadlakasanggaran untuk
melaksanakan pencegahan dan penanganan masalabgreyan orang;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaidiaraksud dalam huruf a, huruf b

dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tgnfencegahan dan
Pemberantasan Perdagangan Orang.

1. Undang-Undang Nomor 64 Tah8&8lTentang Pembentukan Daerah Tingkat |

Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timembaran Negara Tahun
1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor)1649

. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang KesegdnteAnak (Lembaran

Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Bléganor 3143);

. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengedébavensi Mengenai

Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadapit#V@irembaran Negara
Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara N8g¥f);

. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengeshi@a Convention

Nomor 138Concerning Minimum Age for Admission to Employment (konvensi)
ILO mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bpkéLembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara N888%);

. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Aksiusia (Lembaran

Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaranraléganor 3886);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang PengesHi@anConvention

Nomor 182Concerning the Prohibition an immediate action for the elimination of
the works forms of child labour (Konvensi ILO 182 mengenai Pelarangan dan
Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekd&rgauruk untuk Anak)



